
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR : 20/HK.03.1/53/2021 

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI 

DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan 

Pengawasan Internal terhadap anggota KPU 

Kabupaten / Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat menerima 

laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait 

adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, 

sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh 

anggota KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa . . .
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Mengingat

c. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai 

ketentuan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU 

Provinsi wajib bertindak berdasarkan standar 

operasional prosedur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar 

Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode 

Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547);

2. Undang-Undang . . .
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2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE 

PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS 

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan 

Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta 

Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.. .
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KEDUA

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penanganan 

pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan pakta 

integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan 

Hubungan Partisipasi Masyarakat

YOSEF HARDI HIMAN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR : 20/HK.03.1/53/2021 

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, 

SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS 

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN 

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR : 20/HK.03.1/53/2021 
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, 
SUMPAH/ JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA 
KPU KABUPATEN/ KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 01

PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/ JANJI DAN 
PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA

2021
KUPANG
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M NOM OR SOP 01
PENG G ESAHAN 8 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAH KAN  OLEH KETUA KOMISI PEM IU H AN  UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIM UR PROVINSI NUSA TE N G G A R A  TIM UR,

t td .

TH O M AS DOHU
NAM A SOP PEN ANG ANAN  PELAN G G AR AN

KODE PERILAKU, SU M PAH / JANJI 
DAN PAKTA IN TEG R ITAS AN G G O TA

KPU K A B U P A TE N /K O TA

DASAR HUKUM  : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 1 Memahami proses penanganan pelanggaran sesuai ketentuan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2014 tentang Peraturan KPU;
Pemilihan Gubernur, Bupati dan W alikota menjadi Undang-Undang 2 Memiliki pengetahuan tentang dokum en-dokum en yang digunakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan dalam penanganan pelanggaran.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5656), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nom or 2  Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- 
Undang Nom or 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan W alikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2 Undang-Undang Nom or 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nom or 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adm inistrasi Pemerintahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Um um  Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Kom isi Pemilihan Umum Nom or 4 
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga A tas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nom or 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Um um  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
786).

KETER KAITAN PER ALATAN / PERLENG KAPAN
1 SOP Rapat Pleno Rutin; 1 Komputer, Printer, Scanner;
2 SOP Pengelolaa Surat Masuk. 2 ATK;

3 Jaringan Internet.

PERING ATAN PEN C ATATAN  DAN PENDATAAN
Apabila SO P ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh Seluruh dokumen terkait penanganan pelanggaran kode perilaku,
terhadap keseluruhan proses penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib
sumpah/janji dan pakta integritas Anggota KPU Kabupaten/Kota. diarsipkan dalam bentuk digital
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No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

K eteran ganKPU  Prov insi

B ag ian  H u ku m , 
Pen gaw asan  
dan  S u m b er 

D aya  M anu sia  
p a d a

S ek re ta r ia t 
KPU  Prov ins i

Te rlap or/
T erad u
(A n ggo ta

KPU
Kab ./K ota )

P ih ak  T e rk a it  
dan/atau  
B aw aslu

Pe lap or/
Pen gad u

K e len gk ap an W aktu O u tp u t

1 M en er im a  (1 ) H asil p engaw asan  
in terna l; (2 ) Laporan  dan/atau  
p en gad u an  m asyarakat, te rka it 

du gaan  pe lan ggaran  Kode Perilaku , 
sum pah/jan ji, dan pakta  in tegrita s  

o leh  A n ggo ta  KPU  Kab/Kota. 1
M O D E L  PP -1/  M O D E L 

PP-2

1 Jam T a n d a  te r im a  hasil 
p en gaw asan  in tern a l 

dan  lap oran  dan/atau  
p en gad u a n  

m asyaraka t.

KPU  Prov insi m en an gan i 
du gaan  p e lan gga ran  hasil 

p en gaw asan  in tern a l pa lin g  
la m a  7 (tu juh ) hari se te la h  

d ite r im a n ya  hasil p en gaw a sa n  
in terna l

2 M elak u k an  verifikas i k e len gk ap an  
adm in istras i laporan  dan/atau  

pengad u an

LEN

(1). Id en tita s  
P en gad u / P e la p o r, (2). 

Id en tita s
Te rad u / T er lap or , (3).

U ra ian  du gaan  
pe lan gga ran , d an  (4). 

A la t b u k ti; (5). F orm u lir  
C h ec k  L ist

3 Jam Laporan  dan/atau  
P en gad u a n  y a n g  

m em en u h i sya ra t 
adm in istras i d iteru sk an  

u n tu k  d ib ah as da lam  
R apa t P leno.

D a lam  ha l b e lu m  m em en u h i 
sya ra t adm in istras i te rk a it  

lap o ran / p en gad u an  
m asyaraka t, m ak a  

d ib er itah u k an  k e p a d a  
P en gad u / P e la p o r  u n tu k  

m e len gk a p i atau  m em p erb a ik i.
S KAP

h
TIDAK

l
3 M elen gk ap i k e lengk ap an  

adm in istras i laporan  dan/atau  
pengad u an

t Laporan  d an/a tau  
P en gad u a n  y a n g  

B E LU M  m em en u h i 
sya ra t adm in istras i.

3  H ari Laporan  dan/a tau  
P en gad u a n  ya n g  

T E L A H  D ILE N G K A P I
syara t adm in istras i.

4 M elak u k an  R apa t P leno terka it 

hasil pengaw asan  in terna l dan  
laporan  dan/atau  pengad u an  

m asyarakat.

r M O D E L PP-1/  M O D E L 
PP-2

1 Hari B e r ita  A ca ra M en in d ak lan ju ti hasil R apa t 
P len o  d en gan  m e la k u k a n  
ve r ifik a s i dan  k larifikas i.

5 M elak u k an  verifikasi dan k larifikasi. J■m
m m

M O D E L PP -1/  M O D E L 

PP-2

1 Hari B er ita  A ca ra  hasil 
ve r ifik as i dan  k la rifikas i

D a lam  m e la k u k a n  ve r ifik a s i 
dan  k larifikas i, K PU  P rov ins i 
dapat: (1). M en gga li, m en c a r i 
dan  m en e r im a  m asu k an  dari 

b e rb a ga i p ih a k  u n tu k  
k e len gk ap an  dan  k e je la sa n  
pem ah am an ; (2). M em an gg il 

p a ra  p ih ak ; (3). M em in ta  bu k ti 
p en d u k u n g ; dan  (4). M e lak u k an  

k o ord in a s i dan/atau  
m e lib a tk a n  B aw as lu  se su a i 
tin gka tan  s e r ta  p ih ak  y a n g  

b e rk o m p e te n

6 M em bu at kesim pu lan r B erita  A ca ra  hasil 
ve r ifik as i dan  k la rifik as i

1 H ari M O D E L  PP -3 M ateri k es im p u lan : (1). J en is  
d u gaan  p e lan gga ran ; (2). 

P e ra tu ra n / k e ten tu a n  y a n g  
d ilanggar: (3 ).U ra ian  p roses  

ve rifik as i dan  k la rifikas i; dan  
(4). R ek om e n d a s i je n is  san k si 

y a n g  h a ru s  d ib er ik a n
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No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

K eteranganKPU  P rov ins i

B ag ian  H u ku m , 
Pen gaw asan  
dan  S u m b er 

D a ya  M an u sia  
p a d a

S ek re ta r ia t 
KPU  Prov insi

Terlap or/
Terad u

(A n ggo ta
KPU

K ab ./K ota )

P ih ak  Terka it 
dan/a tau  
B aw aslu

Pelapor/
Pen gad u

K e len gk ap an W aktu O u tp u t

7 M em bu at k ep u tu sa n  dalam  Rapat 
P leno t

iU K T I

M O D E L  PP-3 1 H ari M O D E L  PP-4 K ep u tu san  da p a t beru p a : (a).
d u gaa n  p e lan ggaran  ya n g  

d ilak u k an  o leh  an ggo ta  KPU  
K ab u p a ten / K o ta  tidak  terbu kti; 

dan  (b), du gaan  pe lan ggaran  
y a n g  d ilaku kan  o leh  an ggo ta  

KPU  K a b u p a ten / K o ta  terbu kti, 
d is erta i d en gan  sanksi ya n g  

d iberikan .

1
n r >AK

TE R B

8 M en er im a  sanksi i r M O D E L  PP-4 , 
K ep u tu sa n  KPU 

ten ta n g  P en gen aan  
Sanks i

12 J a m A n ggo ta  KPU 
K abu paten /  K o ta  

m en e r im a  sanksi.

S an ks i m elip u ti: (1). P eringatan  
tertu lis ; atau  (2). 

P em b erh en tian  sem en tara , dan  
d ilap o rk an  k e p a d a  D K P P .(l).  

S an ks i p e rin ga tan  tertu lis  
d ib e r ik a n  u n tu k  d ilaku kan  
p em b in a an ; (2) D alam  hal 

se te la h  d ilaku kan  pem b inaan , 
y a n g  b ersan gk u tan  tidak  

m en ga lam i p e ru b ah an  perilak u , 
d a p a t d iu su lkan  u n tu k  

p em b erh e n t ia n  sem en tara ; (3). 
P e m b erh en tian  sem en ta ra  

d iu su lk an  o leh  KPU  Prov insi 
k e p a d a  KPU.

9 M erehab ilitas i n a m a  baik Terlapor/  
Terad u

M O D E L  PP-4 , 
K ep u tu sa n  KPU 

ten ta n g  P em b er ian  
R eh ab ilitas i

12 Ja m A n ggo ta  KPU 
K ab u p a ten  / K ota  

m en e r im a  rehab ilitasi.

D im u a t p a d a  lam an  KPU 
Prov insi

10 M enyam paikan  has il kepu tu san  
p em erik saan  k e  D K PP n l'

M O D E L  PP-5 1 H ari H asil p em erik saan  
d ite r im a  o leh  D K P P

11 M elaporkan  k ep u tu sa n  R apa t P leno 
k e p a d a  KPU

M O D E L  PP-4 1 H ari KPU  m en e r im a  
k ep u tu sa n  R apa t P leno  

KPU  Prov insi
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PENGESAHAN
1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur 

organisasi yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan 
Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar 
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Sumpah/ 
Janji dan Pakta Integritas Anggota KPU Kabupaten/ Kota, maka Standar Operasional Prosedur 
ini dinyatakan tidak berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Salinan sesuai dengan aslinya Disahkan di Kupang
sek r etar iat  k o m isi p e m il ih a n  u m u m  pada tanggal 8 November 2021
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Hubungan Pertisipasi Masyarakat, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

YC SEF HARDI HIMAN THOMAS DOHU
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